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TENTANG

PENETAPAN PE.IABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

TAHUN ANGGARAN 2O2O

PENGGUNA ANGGARA* O'*,Iffiil,ffiOHUUM DAN PENATAAN RUANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada
kegiatan - kegiatan dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Banjarbaru maka Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang perlu menetapkan Pejabat pada
unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Banjarbaru selaku Pejabat Pelaksana Telmis Kegiatan {PPTK);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas perlu penetapan Pejabat Pelaksaaa Teknis
Kegiatan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38221;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (I;embaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik brdonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2AOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L4O, Tambahan I.eobaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 ?ahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7381;

Mengfurgat : 1.

2.

3.

4.



7.

8.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2OlO
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OfO tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (I,embaran Negara Republik Tahun
2015 Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali teralctrir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2l tahun zOLl tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun zOLl Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2OL6
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Talrun 2016 Nomor 37);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2OL9
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2Ol9 Nomor l5);

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2OL9 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarbaru Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2Al9 Nomor 41);

11. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor ............
Tahun 2O2O tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan
Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2O2A;

MEMUTUSKAN:

Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Banjarbaru tentang Penetapan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2O2O
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :

1. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan
3. Menyiapkan anggaran kas atas program dan kegiatan
4. Menyiapkan Nota Pencairan Dana (NPD).
5. Menyiapkan dokumen Pertanggungiawaban atas pengeluaran

program dan kegiatan.
6. Menandatangani SPP-LS atas program dan kegiatan.

9.

10.

Menetapkan

KESATU

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada dilrhrm kedua
mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen
administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungiawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan
Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Kepuhrsan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
Tatrun Anggaran 2O2O.

Kepuhrsan ini mulai berlaku pada tanggal O2 Jarruari 2O2O.

Ditetapkan di
pada tanggal O2

PENGG

Ir. JAYA
Pembina U

NrP. 19631105 199302 1 002


